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TENTANG
PEMBERLAKUAN E-LEARNING

DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk meningkatkan standar mutu pembelajaran di Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu menetapkan keputusan
tentang pemberlakuan E-Learning sesuai dengan amanat undang-
undang.
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10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang
Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009,
tentang Dosen;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014,
tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara
menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:;

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2009, tentang
Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen
Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum:;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak
Jauh pada Pendidikan Tinggi:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi:



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning.

13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016, tentang Statuta UIN Sumatera Utara, dan

14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/11604,
tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Rektor UIN
Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN E-LEARNING DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (yang selanjutnya
disingkat “UIN-SU Medan”) sebagai suatu perguruan tinggi yang bertanggungjawab
atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2. Rektor adalah Rektor UIN-SU Medan yang berwenang dan bertanggungjawab
terhadap penyelenggaraan UIN-SU Medan.

3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik di lingkungan UIN-SU Medan
dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu.

4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN-SU Medan yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.

5. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (yang selanjutnya disingkat
‘PUSTIPADA") adalah satuan kerja di tingkat Universitas yang bertanggungjawab di
bidang data dan sistem informasi di universitas.

6. Lembaga Penjaminan Mutu (yang selanjutnya disingkat “LPM") adalah lembaga di
tingkat Universitas yang bertanggungjawab di bidang penjaminan Mutu Pendidikan.

7. Bagian Akademik adalah petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan
pengembangan bahan ajar e-learning di UIN-SU Medan baik di universitas maupun di
fakultas.

8. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler atau non reguler UIN-SU Medan yang telah
terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.

9. Tenaga pendidik adalah dosen di lingkungan UIN-SU Medan yang telah memenuhi
persyaratan kualifikasi pendidikan.

10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang dikembangkan.

11.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.



12.Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan
rangkaian satuan acara perkuliahan.

13.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada
mahasiswa (student centered learning) yang menuntut partisipasi aktif mahasiswa

14. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka (face fo face)
berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara langsung dalam
penyelenggaraan mata kuliah.

15.Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran antara tenaga pendidik dan
mahasiswa yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan
cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang
menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

16. E-learning adalah suatu metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas
teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka antara dosen
dan mahasiswa (sistem online) atau dikombinasikan antara pembelajaran tatap muka
dengan pembelajaran online (blended learning).

17.Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup
perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk
mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi.

18.Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia
yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait dan dimanfaatkan untuk pengelolaan
informasi.

19.Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam
satuan acara perkuliahan tertentu.

20.Sistem kredit (credit system) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa
setelah mengikuti pembelajaran tatap muka maupun e-learning baik diselengarakan
secara internal maupun eksternal oleh universitas terhadap suatu mata kuliah.

21.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar mahasiswa.

22.Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil
proses belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk pembelajaran tatap muka
langsung atau e-learning.

BAB Il
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Fungsi penyelenggaraan sistem e-learning adalah untuk mendukung proses
pembelajaran bagi mahasiswa yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan
ruang;

2. Tujuan penyelenggaraan sistem e-learning adalah untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya,
serta untuk mendukung peningkatan reputasi UIN-SU Medan di tingkat nasional dan
internasional melalui penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh yang bermutu.

BAB Il
LINGKUP PENYELENGGARAAN E-LEARNING
Pasal 3

1. Penyelenggaraan sistem e-learning ~ mencakup pengelolaan administrasi,
prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi.
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Sistem administrasi penyelenggaraan sistem e-learning dikelola secara terpusat di
tingkat universitas dan bekerjasama dengan sub bagian akademik di fakultas.
Penyelenggaraan sistem e-learning harus memenuhi standar mutu akademik yang
ditetapkan oleh UIN-SU Medan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku.
Penyelenggaraan sistem e-leaming dapat diterapkan secara penuh atau sebagian
dalam suatu mata kuliah, baik dalam program studi reguler maupun non- reguler
dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester.

Sistem e-learning dapat diterapkan untuk semua jenjang pendidikan dengan
memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa harus terdaftar sebagai mata
kuliah yang ditawarkan dengan sistem e-learning, dan setelah dilakukan proses
evaluasi serta penilaian oleh bagian akademik universitas dan dinyatakan memenuhi
kriteria minimal mata kuliah yang dapat diselenggarakan dengan e-learning.

BAB IV
SYARAT STANDAR PENYELENGGARAAN E-LEARNING
Pasal 4

. Penyelenggaraan sistem e-learning harus memperhatikan syarat standar sebagai

berikut:

standar isi pembelajaran;

standar proses pembelajaran;

standar kompetensi dan penilaian mahasiswa;

standar tenaga pendidik;

standar sarana dan prasarana pendidikan;

standar pengelolaan dan

. standar pembiayaan;

Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan
sumber yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka.

Sistem e-learning dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai
dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
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BAB YV
SYARAT MAHASISWA
Pasal 5

. Mahasiswa peserta e-learning adalah mahasiswa yang terdaftar pada program

sarjana, magister dan doktor pada tahun akademik berjalan.
Mahasiswa peserta e-learning harus terdaftar di laman http://elearning.uinsu.ac.id/
sebagai peserta mata kuliah.

BAB VI
SYARAT PENDIDIK
Pasal 6

Tenaga pendidik yang menyelenggarakan perkuliahan sistem e-learning adalah
dosen UIN-SU Medan dan mendapatkan penugasan dari Dekan/Direktur
Pascasarjana.

. Tenaga pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan

menyampaikan sistem e-learning.



BAB VIl
SARANA PENYELENGGARAAN E-LEARNING
Pasal 7

. Sarana penyelenggaraan e-learning yang digunakan adalah sarana berbasis teknologi
informasi dan komunikasi, yang dikelola di tingkat Universitas.

. Sarana penyelenggaraan e-leamning yang digunakan harus mampu menjamin
otentisitas data pengaksesan dan identitas pengakses.

. Penyelenggara sarana e-learning bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua
komponen pada sarana e-learning termasuk piranti keras, piranti lunak dan prosedur
operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak

. Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal
maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan PUSTIPADA.

. PUSTIPADA harus mempersiapkan langkah-langkah sistematis jika sistem tidak dapat
beroperasi sebagaimana mestinya.

. PUSTIPADA harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumen yang berkaitan
dengan sarana e-learning tersebut dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
MATA KULIAH DAN BEBAN STUDI
Pasal 8

. Mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning adalah mata kuliah yang
tercantum dalam kurikulum di program studi sesuai dengan kegiatan akademik
yang terjadwal dalam semester berjalan dan dapat merupakan suplementasi dari
pembelajaran tatap muka atau sebagai kegiatan perolehan kredit oleh mahasiswa.

. Penyusunan dan penetapan mata kuliah yang menggunakan sistem e-learing
dilakukan oleh program studi bekerjasama dengan bagian akademik.

. Kegiatan perkuliahan dengan sistem e-learning dilakukan sesuai/setara dengan beban
kredit pada mata kuliah yang diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka.

BAB IX
PENILAIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

. Penilaian mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning bertujuan
untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang
bersangkutan.

. Penilaian pembelajaran dilakukan oleh pengajar secara berkala dalam bentuk Ujian
Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), diskusi, tugas individu/
kelompok, kuis online, dan kehadiran online dengan bobot yang ditentukan di masing-
masing mata kuliah.

. Status kelulusan mahasiswa dari mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem
e-learning diberikan dalam bentuk huruf mutu mata kuliah atau Kartu Hasil Studi (KHS)
yang dikeluarkan oleh Sub Bagian Akademik pada Fakultas/Sub Bagian Akademik
pada Pascasarjana.

. Evaluasi terhadap pelaksanaan sistem e-learning dilakukan dengan melibatkan LPM,
PUSTIPADA, Bagian Akademik Biro dan Sub Bagian Akademik pada Fakultas/Sub
Bagian Akademik pada Pascasarjana.



BAB X
PENUTUP
Pasal 10

1. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur
lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Medan
09 Juli 2019

Tembusan :

Wakil Rektor di lingkungan UIN-SU Medan;

Dekan Fakultas di lingkungan UIN-SU Medan;

Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan;

Ketua Program Studi di lingkungan UIN-SU Medan;

Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN-SU Medan;

Lembaga Penjaminan Mutu UIN-SU Medan;

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN-SU Medan.
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